






g. Telah disusun kebijakan pengawasan internal, antara lain pengendalian

gratifikasi, benturan kepentingan dan pengelolaan pengaduan masyarakat,

namun belum ada monitoring dan evaluasi secara berkala untuk diketahui

tingkat kepatuhan atas kebijakan tersebut. Selanjutnya, Whistle Blowing

System belum terbangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Mentawai;

h. Pembangunan Zona lntegritas telah dilakukan sebagai upaya percepatan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, namun belum ada Unit kerja/Perangkat

Daerah yang memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

i. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan kinerja dan pembangunan

reformasi birokrasi belum didukung dengan kapabilitas APIP level 2 dan

maturitas SPIP yang juga masih berada pada level 2, sehingga sangat

berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan yang sampai saat ini

mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WOP);

j. Belum ada kebijakan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai

standar. Selain itu, upaya belum maksimal dalam monitoring dan evaluasi

tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

Terkait komponen hasil, menunjukan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Mentawai memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut: 

No Komponen Hasil Skala Nilai Sumber Data 

1 Opini BPK Opini WDP Badan Pemeriksa 

Keuangan 

2 Nilai SAKIP 0-100 64,56 Kementerian PANRB 

3 lndeks Persepsi Kualitas 0-100 81,90 Kementerian PANRB 

Pelayanan Publik (IPKP) 

4 lndeks Persepsi Anti 0-100 82,79 Survei Penilaian lntegritas 

Korupsi (IPAK) (SPI) Eksternal oleh KPK 

5 Survei Internal Organisasi 0-100 68,74 SPI Internal oleh KPK 

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian 

penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam lnstruksi 

Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima. 

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola 

birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, berikut ini kami sampaikan beberapa 

hal yang perlu disempurnakan yaitu: 

1. Mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksinya, yang mencakup

upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, Core

Values ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan

mengukur tingkat keberhasilannya;

2. Membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga memudahkan
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